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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.55/Menhut-II/2014

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106, Pasal
107 ayat (4), Pasal 110 ayat (3), Pasal 111 ayat (3), Pasal
112 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), Pasal 114 ayat (2), dan
Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa ketentuan
persyaratan permohonan izin usaha industri dan izin
perluasan serta hak dan kewajiban industri primer hasil
hutan diatur dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan
mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini,
maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin
Usaha Industi Primer Hasil Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 126);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
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Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 93);

15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Neara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-
II/2014 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-
II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu
bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi.

2. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat
IPHHBK adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi
setengah jadi atau barang jadi.
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3. Kayu Bulat dan/atau Kayu Bahan Baku Serpih terdiri dari kayu bulat
(besar, sedang, kecil) dan kayu bahan baku serpih serta limbah kayu.

4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau
kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk
pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin
oleh pejabat yang berwenang.

5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan
kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi
tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang
berwenang bagi industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Izin Penggunaan Mobile Circular Saw adalah izin untuk jasa mengolah
kayu bulat yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan mesin
circular saw yang digunakan secara berpindah-pindah.

7. Perluasan Industri Primer Hasil Hutan yang selanjutnya disebut
perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau
penambahan jenis produksi.

8. Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi
adalah perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas
produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total
kapasitas produksi.

9. Peremajaan Mesin (retooling/reengineering) adalah penggantian atau
penambahan mesin dengan tujuan untuk mengganti mesin yang
rusak/tua dan tidak efisien, diversifikasi bahan baku, serta untuk
pemanfaatan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kapasitas
produksi.

10. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin
untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa
jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil
dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

11. Kapasitas Produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum
setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang
berwenang.

12. Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per
tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa


